
 

 

WALIKOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 57 TAHUN  2020     

 

TENTANG 

 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah 
Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi 

Jasa Umum, yang mengamanatkan bahwa tata cara 

pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 3881); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 

2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda 

Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Samarinda Nomor 2). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Samarinda. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda. 

3. Walikota adalah Walikota Samarinda. 

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kota Samarinda. 

5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan. 

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang 
udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara 

kelangsungan kehidupannya. 
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7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau 
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 

tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau 

sistem elektromagnetik lainnya. 

9. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan- 

bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau 
bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan 

gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya 

dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa 
bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya 

disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat 

telekomunikasi, baik untuk telekomunikasi seluler, radio maupun 
telekomunikasi lainnya. 

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut 

retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
administrasi dan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan atas pemanfaatan 

ruang untuk menara telekomunikasi. 

12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi. 

13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan ruang untuk Menara 

Telekomunikasi yang waktunya ditentukan oleh Pemerintah Daerah yaitu 
selama1 (satu) tahun. 

14. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan 
dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

15. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan 

untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
terutang. 

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir. 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 

19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi 

retribusi yang terutang. 

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terutang 

sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 
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BAB II  

KEWENANGAN PEMUNGUTAN 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi kepada Wajib Retribusi. 

(2) Walikota dapat menunjuk pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang. 

 

BAB III 

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  

 

Pasal 3 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam 
rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 

1(satu) tahun. 

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

 

Bagian Kedua 

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  

 

Pasal 4 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk 

menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian 
menara telekomunikasi. 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja 

langsung terkait kegiatan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara 
telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis 

Pakai. 

 

Bagian Ketiga 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  

 

Pasal 5 

(1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi 
belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara 

telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis 

Pakai. 

(2) Satuan biaya Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang 

ditetapkan oleh Walikota. 

(3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar                    
Rp 1.977.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per 

menara per tahun. 
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(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling 
lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(5) Pedoman perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

BAB IV 

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN 

PENAGIHAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu  

Tata Cara Pemungutan 

 

Pasal 6 

(1) Pemungutan retribusi dilakukan 1 (satu) Menara Telekomunikasi untuk 1 
(satu) SKRD. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. 

(3) Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh kegiatan 
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. 

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau pejabat yang ditunjuk dan 

disampaikan kepada Wajib Retribusi. 

(5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam 

lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(6) Alur Tata Cara Pemungutan Retribusi tercantum dalam lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Bagian Kedua  

Tata Cara Pembayaran 

 

Pasal 7 

(1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas. 

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Kas Umum Daerah Kota Samarinda 

dengan menggunakan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

(3) Sebagai bukti telah lunas pembayaran Retribusi yang Terutang, Wajib 

Retribusi memperoleh SSRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan 

yang telah dilegalisasi oleh pihak Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh 

Walikota. 

(4) Wajib Retribusi wajib menyampaikan bukti setoran SSRD kepada Dinas 
Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

(5) Jatuh tempo pembayaran retribusi yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender 
terhitung setelah tanggal SKRD. 

(6) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana 

tercantum dalam SKRD merupakan hari libur atau hari yang diliburkan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran 

retribusi dilakukan pada hari kerja maka batas waktu pembayaran  jatuh 
pada hari kerja berikutnya. 
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(7) Mekanisme pembayaran retribusi wajib memanfaatkan teknologi informasi 

digital untuk layanan transaksi.  

(8) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Penagihan Retribusi yang Terhutang  

 

Pasal 8 

(1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sampai 
dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, 

penagihan dapat dilakukan dengan STRD. 

(2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului 

dengan surat teguran. 

(4) Surat Teguran sebagaimana ayat (3), disampaikan minimal 1 (satu) kali 

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo 
pembayaran. 

(5) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok 

retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

(6) Bunga keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh 

delapan persen). 

(7) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau 

pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Walikota. 

(8) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang atau pejabat yang ditunjuk, Walikota dapat melakukan upaya paksa 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(9) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum 

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

 

BAB V 

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI 

BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 9 

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, 
pengurangan dan penghapusan retribusi. 

(2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan dalam hal-hal tertentu dengan melihat kemampuan wajib 

Retribusi. 

(3) Penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 

dengan melihat fungsi obyek retribusi. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan 

penghapusan retribusi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. 

 

BAB VI 

 KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 10 

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 

39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam Wilayah Kota Samarinda dan 
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

BAB VII 

  KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 11 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda 

 

    Ditetapkan di Samarinda  

    pada tanggal  29 Desember 2020 

     WALIKOTA SAMARINDA, 

 

                      ttd 

       SYAHARIE JA’ANG 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 29 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

                
                          ttd 

         SUGENG CHAIRUDDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 122. 
     

      Salinan sesuai dengan aslinya 

 Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

           Kepala Bagian Hukum, 
 

 

 
         EKO SUPRAYETNO, S.Sos. 

         NIP. 196801191988031002 

 
 

 

 


